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FraKks| UemoKrat-FKY berunan dIKap

Paripurna Penetapan RUU KPK sebagai Usul Inisiatif DPR Akhirnya Ditunda

JAKARTA - Gencarnya penolakan publik
terhadap revisi UU Nomor 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
membuat perubahan sikap fraksi di DPR.
Dua fraksiyang tadinya mendukung revisi
berbalik arah menjadi penentang.

Perubahansikapiniterjadipada
Fraksi Partai Demokrat dan
FraksiPartaiKeadilanSejahtera
(PKS). Kedua fraksi yang pada
rapat pleno Panitia Kerja RUU
KPKmenyetujuirevisiakhirnya
memilih sejalan dengan Fraksi

Gerindra jakawal meno-

dilakukan.
Supratmanyangjugaanggota
Fraksi Partai Gerindra itu me-
ngaku berterima kasih atas
perubahan sikap partai yang di-
pimpin Susilo Bambang Yudho-
yono (SBY) tersebut. Dengan de-

mikian, lanjut revisi

lak revisi karena dinilai akan
melemahkan KPK.
Perubahan sikap fraksi ini

" membuat rapat paripurna DPR

yang akan menetapkan RUU
KPK sebagai usulan inisiatif
DPR kemarin terpaksa batal.
Badan Musyawarah (Bamus)
DPR akhirnya menjadwalkan
ulang rapat paripurna berikut-
nyapadapekan depan.

“Adasakithati
Demokratkepada
KPK, tapidisisi
lainjugatakut
kehilangan
popularitasdan
citradipublik.”

SUPARDJI ACHMAD
Pengamat Politik dari
Universitas Al-Azhar Jakarta

“Paripurna ditunda hingga
Kamis (18/2). Alasannya kita
‘minta agar tidak usah terburu-
buru membahas UU KPK ini.
Kebetulan juga ada beberapa
RUU usulan inisiatif DPR yang

dinantiakan

UU KPK belum disetujui untuk
menjadi RUU usulan inisiatif
DPR sehingga pembahasan be-
Iumbisadilakukan,

“Ini hal yang baik,
Gerindra ada kawan.
Kamijugamengajak
partai lain untuk
bersama-sama me-
nolak revisi UU
KPKini,” ujar ang-
gotaKomisi [IDPR
tersebut,

Terpisah, ang-
gota Fraksi PKS Nasir
Djamil mengungkap-
kan, fraksinya memang
berubah sikap sehingga
menolak RUU KPK di-
bawake paripurna ke
marin. Hasil rapat
pleno Fraksi PKS, kata
dia, meminta agar Ba-
leg mengundang pe-
merintah dan KPK ter-
lebih duluuntuk mem-
hicarakan ulang ren-
canarevisi tersebut.

“Fraksi - PKS ber-
harap agar Baleg me-
ngundang pimpinan  KPK

BERBALIK
ARAH

W Sejak Awal Menolak Revisi

Supratman Andi Agtas

(Anggota Fraksi Partai Gerindra)

yang sejak lama mengundang

5 (Anggota Fraksi Partai Demokrat)

an sik
Baleg itu sikap

Di luar dugaan, dua fraksi di DPR berbalik arah menolak revisi UU Nomor

30/2002 tentang Komisi P

tersebut

Korupsi. P

membuat rapat paripurna penetapan RUU KPK sebagai usul inisiatif DPR
kemarin terpaksa ditunda.

M Poin Revisi Hasil Harmonisasi Panja RUU KPK

Pasal 32 ditambahkan
ke(emuan bahwa
"pimpinan KPK yang

l Pasal 32 ayat 1 huruf ¢
ditambahkan
ketentuan

Pasal 37D tugas
dewan pengawas
ditambah, yakni; dan

Pasal 37D, 5
dalam memilih

Pasal 37E,
ditambahkan 1
ayat dengan

diri
dilarang menduduki
jabatan publik"

Benny K Harman

perorangan.”

revisi diperlukan karena UU

bersamaan,” ujar Ketua Badan
Legislasi (Baleg) DPR Suprat-
man Andi Agtas seusai rapat

sebelum paripurna sehingga  penolakan publikini. yang ada saat ini belum men-
jelas kalau memang kita belum “Saya pikir pemerintah dan  jawabkebutuhan hukum.
membutuhkan (revisi) ya DPRharuspunyasd(apyangsa Keadaan kembali berubah
ksa,” kapN: tunda k 1 i 'TUKPKkem
Ged\ngPR Jakarta, kemarin, atagdlhent\lﬁnsamasekah.s:‘\ya bali muncul dalam pembahasan
inya,lanjutNasir,PKS  pikirharusdudukt Program Legislasi Nasional (Pro-
k juidilakukang mencari jalan keluar, Jangan  legnas) Prioritas 2016. Kali ini
bahan UUKPKjikaaturanbaru  nantiadatudingan,’ujaranggota  hanyadua fraksi, yakni Gerindra

nantinya memang menguatkan
pemberamasan tindak pidana
ilndonesia, Padapleno

BamusdiGedungDPR Jakarta,
kemarin.

Penolakan Fraksi Demokrat
untuk membawa RUU KPK ke

(fraksi) PKS, kita setuju revisi
dengan keinginan menguatkan
d danamk

rapat paripurna ini disambut
baik oleh Gerindra. Apalagi pa-
da rapat pleno Panitia Kerja
RUU KPK yang digelar Rabu
(10/2), Demokrat termasuk 1
dari 9 fraksi yang setuju revisi

g gendap
korupsi,"ujarnya.

Mengenai perlunya peme-
rintah dan KPK memberi pan-
dangan, menurutnya itu bertu-
juan agar ada kesepahaman
antarsemua pihak soal revisi

KomisillIDPRtersebut.

Majumundur sikap fraksi di
DPR ini bukan pertama kalinya
terjadi. Bahkan inkonsistensi
ditunjukkan sejumlah fraksi
seiring pasang surutnya peno-
lakanpublik.

Sejak usulan revisi UU KPK
digulirkan pemerintah pada
Juni 2015, Demokrat melalui
Sekretaris Fraksi Didik Mu—

dan Demokrat, yang menolak
‘masuknya RUU KPK dalam Pro-
legnas. Namun pada saat rapat
pleno Panja RUU KPK, Rabu
(10/2),Fraksi Demokrat malah

mendukung revisi sebelum ber-
baliklaoididetikdetikakhi

99 Fra

tetap
pimpinan KPK yang
dijatuhi pidana
berdasarkar putusan
pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan
hukum tetap

ﬂ Pasal 40 mengenai SP3, pemberian SP3
harus disertai alasan dan bukti yang

cukup dan harus dilaporkan pada

dewan pengawas, serta dapat

izin

dicabut kembalf apabila KPK dapat

ditemukan hal-hal baru
yang dapat membatalkan
) alasan penghentian

perkara

W Pengusul Revisi UU KPK

Nasir Djamil
(Anggota Fraksi PKS)

 bel
membmuhkan (revisi),
ya jangan dipaksa.”

bel Lot d 1
lum

undang, i

perubahan dari revisi UU KPK
tersebut. Iemyata katadla ada

adaapa-apa. Saat di Baleg kami
belum ada slkap, Balegitusikap

poinpemt

ru (Dewan Pengawas KPK) dan
perubahan lainnya yang dinilai
dapat melemahkan KPK. Atas
dasaritu Demokrat lantas me-
nolak RUU KPK dibawa ke
paripurnakemarin,

“Kami enggak bilang ber-
ubah, bukansoalpencitraanini.
(Kami) enggak pernah usul, ini
inisiatif dari pemerintah,” tegas
Wakil Ketua Komisi Tl DPRitu.

Untokitadiakagetket

Wakil Ketua Fraksi De-
mokrat Benny K Harman ber-
alasan, fraksinya

dapatundangan dari Bamus un-
tuk mpngagendakan persetujuan

paripurna.

belum memberikan sikap pada
s

Lrianto waktu itu

aatplenopany;

“Jangan paripurna dulu se-
belum dikaji cermat isi undang-

2 igan,"kata Benny.
Pengamat politik dari Uni-
versitas Al-Azhar Jakarta Su-
pardji Achmad berpandangan,
perubahan sikap fraksi ter-
hadap revisi UU KPKini hanya
karenakepentingan pencitraan
di publik. Dalam rangka penye-
lamatan diri untuk tidak didis-
kreditkan publik yang ma-
yoritas menolak revisi, fraksi
disebutnya terpaksa berubah
arah. Khusus Fraksi Demokrat,
diamengaku heran ketika me-
ngubah haluan jelang pengam-
bilan keputusan di paripurna.
Menurutnya, kalaumelihatapa
yang terjadi selama ini di mana

rumusan “anggota

penydddpan dan dewan dewan pengawas
penyitaan pengawas, yang X
o Menyusun dan preswdben . mengundurkan diri
menetapkan kode ga?m\aegliksi : menduguk\ Jabatan
etik pimpinan KPK publik”
Pasal 43 Pasal 45 Pasal 47A
ditambah ditambah dalam keadaan
ketentuan ketentuan mendesak,
bahwa pimpinan bahwa pimpinan Eenyuaan
KPK dapat oleh
mengangkat mengangkat dilakukan
penyelidk sendiri  penyidik sendiri  tanpa izin dari
sesuai dalam sesual dewan
persyaratan persyaratan pengawas
dalam UV ini dalam UU ini terlebih dahulu

45 anggota DPR dari
6 fraksi

banyak kader Demokrat men-
jadi korban penyadapan, diter-
sangkakan, bahkan dipidana-
kan oleh KPK, semestinya De-
mokrat akan mendulung revisi
itu,

“Ada sakit hati Demokrat
kepadaKPK, tapidisisilainjuga
takut kehilangan popularitas
dan citradi publik. Jadinya se-
karang menolak. Tapi peru-
bahandarimendukunglalume-
nolak tentu menjadi tanda ta-
nya juga di publik,” ujarnya.
Meski demikian, menurut Su-
pardji, penolakan tiga fraksi ini
tidak akan banyak meme-
ngaruhi proses revisi UU KPK
yangtengahberjalandiDPR.

@kiswondari /
okezone
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